
BUPATI SAMBAS 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 

NOMOR 66 TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 

KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 - 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menyatakan 

bahwa Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana 

Pembangunan. Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati; 

b. bahwa untuk mempercepat Pembangunan Kawasan 

Perdesaan Agroteknologi di Kabupaten Sambas, perlu 

ditetapkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan 

di Kabupaten Sambas Tahun 2018- 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), 



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 



2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 3); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 359); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 

2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 

2013 Nomor 5); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 

Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Nomor 8); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan. Barat Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 

2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 

2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 

25); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 



Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sambas 31) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 53); 

17. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2017 tentang 

Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas 

Nasional di Kabupaten Sambas. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN 

SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-

2022. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sambas. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Instansi/ 

Badan/ Dinas/ Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sambas. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bappeda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan 

tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun; 



7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun, 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, 

atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah. 

9. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan 	adalah dokumen 

kebijakan pengembangan kawasan perdesaan yang trategis yang 

terpadu antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan 

berdasarkan kebutuhan jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek 

(1 tahun) dalam rangka meningkatkan fungsi kawasan perdesaan yang 

mandiri, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan di Kabupaten 

Sambas. 

10. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manjemen yang 

dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yang 

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 

11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 

(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan 

standar. 

BAB II 

SISTEMATIKA 

Pasal 2 

(1) Sistematika RPKP memuat : 

BAB I. PENDAHULUAN. 

BAB II. KONSEP DAN METODE PENYUSUNAN PENDALAMAN RPKP. 

BAB III. GAMBARAN UMUM KABUPATEN. 

BAB IV. GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN. 

BAB V. PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN 

BAB VI. KEBIJAKAN, STARTEGI DAN PROGRAM. 

BAB VII. NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN. 

BAB VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. 

(2) Uraian sistematika RPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan 

Daerah mi. 

1 



BAB III 

KEDUDUKAN DAN FUNGSI 

Pasal 3 

RPKP adalah dokumen kebijakan pengembangan kawasan perdesaan yang 

trategis yang terpadu antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat 

pemerintahan berdasarkan kebutuhan jangka menengah (5 tahun) dan 

jangka pendek (1 tahun) dalam rangka meningkatkan fungsi kawasan 

perdesaan yang mandiri, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan di 

Kabupaten Sambas. 

Pasal 4 

RPKP berfungsi sebagai Pedoman dalam perencanaan pengembangan 

kawasan perdesaan secara terpadu dalam rangka meningkatkan fungsi 

kawasan. 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 5 

(1) Bupati melakukan pengendalian pelaksanaan RPKP. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Bappeda. 

(3) Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pelaksanaan RPKP. 

Pasal 6 

(1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan RPKP. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda 

(3) Evaluasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

untuk : 

a. menilai keberhasilan pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan 

sesuai perencanaan dalam RPKP, dan 

b. menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan 

pengembangan kawasan perdesaan. 

(4) Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilaksanakan secara sistematis, 

objektif dan trasparan 



Sesuai Dengan Aslinya  

AN HUKUM, 

14:6 11 SH 

mbina Tk.I (IV/b) 

NIP. 19680612 199710 1 001 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. 

Ditetapkan di Sambas 

pada tanggal 31 Desember 2019 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Diundangkan di Sambas 

pada tanggal 31 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

TTD 

FERY MADAGASKAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 66 
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